
BUPATI KEPULAUAN RIAU

v

PERATURAN BUPATI KEPUI.AUAN RIAU

NOMOR:3 TAHUN2OO6

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI I.ATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPUI.AUAN RIAU

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau

Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas

Daerah Kabupaten Kepulauan Riau, maka dipandang pertu

menjadikan kedudukan eks Kantor Latihan Kerja Daerah sebagai

Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan

Riau, guna tetap terjaganya kelangsungan penyelenggaraan

pelatihan kerja;

b. bahwa sehubungan perpindahari,nlbukota Kabupaten Kepulauan

Riau masih dalam persiapan sehingga UPT Balai Latihan Kerja

Dinas Tenaga Kerja masih tetap dipertahankan di wilayah

Tanjungpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatur dengan

Peraturan Bupati Kepulauan Riau tentang Unit Pelaksana Teknis

Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepurauan

Riau.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatra Tengah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1956 Nomor 25);
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2. Undang-undang......



/

o

-2-

v

2.

3.

4.

5.
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7.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara lndonesia Tahun ZO02

Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara lndonesia Nomor 4217) ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor ,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 4279);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2OO4 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

fndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

M37);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman

organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4262);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun

2005 tentang Pembentukan organisasi Dinas Daerah Kabupaten

Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepurauan Riau

Tahun 2005 Nomor 11);

8.

MEMUTUSKAN
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPUI-AUAN RIAU TENTANG ORGANISASI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG LATIHAN

KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

BABI
KETENTUAN UMUIII

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal I

Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;

c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;

d. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau;

f. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana

Teknis Bidang Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau;

g. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Kepulauan Riau;

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) UPT merupakan unsur pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan

Riau yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(2) UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan petatihan, pengembangan

program pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, memelihara, mengamankan

dan memanfaatkan fasilitas serta melaksanakan urusan ketatausahaan UPT;

B A B ilt.....
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BABIII
SUSUNAAN ORGANISASI UPT

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari seorang Kepala UPT yang dibantu oleh seorang

penyelenggara Urusan Ketatausahaan, seorang penyelenggara Urusan

Pengembangan dan Pemasaran Program Pelatihan, seorang penyelenggara Urusan

Penyiapan, Penyeleng garaan Pelatihan dan Kesiswaan ;

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1

(satu), sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati.

BABIV
TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi,

intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan,. isntansi lain

melalui.

Pasal 5

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan Tata Kerja Dinas dan kebijakan

yang ditetapkan Kepala Dinas;

v (2) Kepala UPT menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Dinas

secara berkala.

Pasal 6

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab memimpin dan

mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya;

(2) Setiap Kepala UPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila

terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

B A B V......
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BABV
PENGANGKATAN DALAi' JABATAN

pasal Z

Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

Penyelenggara urusan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
berdasarkan usulan Kepala UpT.

BABVI
KETEI{TUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepaniang mengenai teknis operasional akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas,

Pasal g

Peraturan inimulaiberlaku pada tanggaldi undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
penempatannya dalam Berfta Daerah Kabupaten Kepurauan Riau.

Peraturan ini dengan

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggalT Januari 2006

BUPATI

(1)

(2)

\,

Diundangkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 7 Januari2006

DAERAH

ANSAff

RIAU

ilA ,7

SEKRET

KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR ...,.... SERI D



3!lr=

FEFFd

r:F

H*F5F

4

E a Etc5-dstt<Zli
H
er

f,
d.

Ess
3RR
-)-LCL=(oLU:lf

FFE
$n'xo'---
z.
d-
J

FEF $luo(o Ulo-ZF Y

EE'6_ <=E liutts dFJ Ua<zl- Frka=F<S
z'ld*fr2-Y<
E=?(,lE=

=EE65Edr-2o5H
z<<<od2o=
a=3fYy(,)H

l-

€slrl <

=05
ut4
F
FIz3



-\

H$Ess

a Z],

H*EiF

d

FEI
2lr
hl
A.

p
lrt
Y
(l,

z
ulF
v,
z
Ha3
<spd
uZv<

=1.l. rt

EE
3E
a2(ur
Jb

SE
o?xEz<YY
tIIF

=
th
Y
5
utA
FFIz
f

3
sd
4aa3885--
O- t- (o
IIJJf

'-- 
fl 'Effm\

ft-
co '. "
z.
d.
Jfi'
EPE
d.ECluo(I'a-zj-
;g'a
cFlL- EiJ ut

Y
F
F,z
o
t{(n

vl
FI

=I
e,
o
z
=
=q)o
=
I
o

v



BABV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

pasal Z

Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

Penyelenggara urusan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
berdasarkan usulan Kepala UpT.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggaldi undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 7 Januari 2006

(1)

(2)
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I BUpAn

Diundangkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 7 Januari 2006

SEKRETARI DAERAH tl
,LAUAN RIAU, I

ANSAR sE, luM

/

MAH. A;lI

KABUPA

KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR ........ SERI D


